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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perhatian serius seseorang terhadap harta kekayamapak ketika
seringnya seseorang mengadakan perjanjian atau d@éwaghn pihak lain,
seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian danldain Hal ini dilakukan
tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomrieka, karena dalam
pandangan mereka kekayaan dijadikan sebagai tdtak terpenuhi dan
tidaknya kebutuhan hidup seseorang. Dikatakan netpeya kebutuhan
hidup, apabila dia memiliki harta kekayaan yangimghh dan sebaliknya,
kalau orang tidak memiliki harta kekayaan yanghehiaka ia dikatakan tidak
tercukupi kebutuhan hidupnya. Jadi wajarlah jikeeseang tertanam dalam
dirinya sikap kehati-hatian dalam menjaga dan metmapankan harta
kekayaan yang dimiliki.
Namun sampai kapan seseorang akan mampu mempédahdan
menguasai harta kekayaannya. Dalam firman Allah:
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Artinya: Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan sesungguhpgda hari
kiamatlah disempurnakan pahalan{@.S. Al Imron: 185)

1 Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahanny&emarang: PT Kumudasmoro
Grafindo, 1994, him. 120.



Berdasarkan ayat tersebut, bahwa ketika manusia akengalami
kematian, akan membuka pikiran seseorang untuk atiekgn haknya (harta
kekayaan) kepada orang lain. peralihan hak tersellakukan dengan
ungkapan atau ucapan yang memuat ketetapan-ketdiapa kekayaan yang
akan dilimpahkan kepada seseorang, yang mana hogralihak tersebut
berlaku setelah meninggalnya pewaris.

Tindakan tersebut oleh Imam Taqiyyuddin Abi Bakeetut dengan
wasiat, yang secara etimologi diartikan dengan meyng apa yang
dimilikinya pada saat hidup dengan apa yang adadasbsmatinya. Secara
terminologi diartikan sebagai penyerahan untukimegsk atas harta tertentu
setelah pemberi wasiat matiDengan demikian, wasiat dapat dikatakan
sebagai pesan terakhir dari seseorang yang seuckunhdisebut perbuatan
hukum yang harus dilaksanakan. Prof. MR. A. Pitlengebutnya dengan
perjanjian sepihak.yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pemnb
wasiat.

Islam sebagai agam®ohmatalli'alamin telah mengatur masalah
wasiat dengan rinci. Kata wasiat dalam Al Qur'asedut beberapa kali, dalam
penggunaannya kata wasiat berarti pesan, menetagkanmemerintahkan

terdapat pada Q.S. Al-An'am 6:151,152,153, Al-Ndsa331, yang berarti

2 Al-lmam Tagiyuddin Abi BakarKifayah Al-Akhyar fi Halli Ghoyah Al-Ikhtishar
Semarang: Toha Putra, him. 26.

3 MR. A. Pitlo,Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang PerdataaBe Jilid 1,
(Alih Bahasa M. Isa Arief), Jakarta: PT Intermaka90, him. 169.



mewajibkan terdapat pada surat Al-Ankabut, 29 &jrhan, 31:14, Al-Syura’,
41:13, Al- Ahqof, 46:15.

Pengertian secara istilah, menurut Prof. Ahmad iqRoMA.
Mengatakan bahwaugoh'ahanafiyah memberi definisi wasiat dengan suatu
tindakan seseorang memberikan hak kepada orang ukaink memiliki
sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secaraelsulfabarru’) yang
pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwva kamabrang yang
memberi. Dengan kata lain wasiat dapat diartikaratusuperbuatan
mengalihkan hak kebendaan kepada orang lain yaraditbeya hak tersebut
setelah meninggalnya orang yang berwasiat.

Karena wasiat merupakan perbuatan hukum, maka aauajyu wasiat
harus memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hakitara garis besar syarat-
syarat wasiat adalah mengikuti rukunnya. Ibnu Rusgdngemukakan
pendapat ulama secara perbandingan bahwa rukuatvadsi empat, yaitu:

1). =34l (orang yang berwasiat

2). 4 =34l (rang yang menerima wasjat

3). 4=l (barang yang diwasiatkgn

4). ixa ) (redaksi wasigt

Rukun yang disebut terakhir di atas, merupakarusuatyang penting
dalam penentu ada dan tidaknya perbuatan w&Shaghot (redaksi dalam

wasiat) merupakan suatu akad atau perjanjian selisgdauk awal dari

4 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,
him. 438.

5 Ibnu RusydBidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Mugtasyithdonesia: Dar Al-lhya’
Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.., him. 250.



perbuatan hukum yang sah. Prof. Ahmad Rofiq, MA. njenukakan
pendapat Rosyid Ridho, bahv&highotwasiat dapat dilaksanakan dengan
menggunakan redaksi yang jelas yaitu dengan katetvadan bisa dilakukan
dengan bentuk samasqfih).

Pada awal Islam, wasiat dilakukan dengan sederhait dengan
ungkapan atau kata-kata yang memuat maksud daragiwdi hadapan
seseorang. Kemudian dalam pelaksanaannya mengd&andala dalam
pembuktiannya. Fenomena tersebut merupakan halrgeangancam niat baik
dari pewasiat dan akan mengurangi kepastian hukamuwntuk itu perlu
diatur agar dapat dibuktikan secara otentik, yasiat tersebut dilakukan
secara lisan di hadapan dua orang saksi atauisediuhadapan dua orang
saksi. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seogarkamu
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, aMak
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orangngyadil di
antara kamuQ.S. al-Maidah:108)

Dalam perkembangannya dalam sistem hukum di Ind@nes

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukungibamat Islam di

Indonesia, memberikan suatu ketentuan dalam masakedbut, bahwa wasiat

dilakukan secara lisan di hadapan dua orang satiesi,tertulis di hadapan dua

6 Ahmad RofiqOp.cit, him. 456.
7 Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahny®p.cit, him. 180.



orang saksi atau di hadapan notaris (pasal 195 ByaCara seperti ini
dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum wasiat
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) @éa\), yang
masih eksis sebagai hukum positif di Indonesidawaun sudah mengalami
beberapa perubahan, tetap serius dalam menanggegalah ini. Wasiat
dalam KUH Perdata lebih ketat lagi, yaitu wasidaki hanya dengan ucapan,
tetapi juga ditulis. Dengan demikian wasiat haradamh bentuk tulisah.
Dengan kata lain undang-undang (KUH Perdata) merpeesyaratan formal
dalam teknis pembuatan wasiat yaitu harus beruza Sklain surat atau akta,
wasiat tersebut tidak dianggap sebagai suatu penowasiat.
Surat wasiat dalam KUH Perdata bila dilihat dargi seentuknya
memiliki 3 bentuk yaitu:
a. Wasiat olografis atau wasiat yang ditulis sendiri
Wasiat olografis adalah surat wasiat yang ditukndsi oleh
tangan pewasiat (pewaris) dan kemudian dititipkeypekia Notaris dengan
dihadiri dua orang sak&/.
Adapun teknik pembuatannya terdapat pada pasal @8R

menurut ketentuan-ketentuannya adalah sebagaulierik

8 Departemen Agama RI (Direktorat Jendral Bimbingslasyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Hajiompilasi Hukum IslamJakarta: 2004, him. 203.

9 “Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dermjdn tertulis, atau olografis, baik
dengan akta umum, akta rahasia, atau tertutup.l R84a KUHPerdata, R. Subekti dan R.
Tjitrosudibyo,Kitab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, him.
244,

19 R. Subekti,Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Walikarta: PT.
Intermasa, 1990, him. 30.



1. surat wasiat harus seluruhnya ditulis dan ditamdgtai oleh pewaris
(pewasiat)

2. surat wasiat harus disimpan di notaris yang kenmudaaris membuat
suatu akta penyimpanan tentang peristiwva tersedutadtta tersebut
harus ditandatangani oleh pewasiat (orang yang isemasiatnya
sendiri), notaris dan dua orang saksi.

3. Jika surat yang dititipkan notaris dalam keadaarsdgel maka akta
penyimpanan dapat dibuat pada kertas tersendiui péala sampul
surat wasiat yang disegel. Dan diberi keterangamvbavasiat tersebut
adalah wasiatnya dan dihadiri oleh dua orang saksi.

4. Jika surat wasiat yang dititipkan pada notaris miakeadaan terbuka
maka akta penyimpanan dapat dibuat di bawah sumatatvtersebut
dan dihadiri oleh dua orang saksi.

5. Jika pewasiat (pewaris) tidak bisa hadir untuk meatangani akta
tersebut, di dalam akta tersebut harus ditulis reeaipya-*

b. Wasiat umum
Wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat ole¢arisadengan
dihadiri oleh dua orang sak<i.
Adapun mengenai penjelasan ketentuan terdapat dadaal 938
dan 939 KUH Perdata, yang kemudian dapat dirifzagai berikut:
1. Testament harus dibuat di hadapan Notaris dendedidi dua orang

saksi.

" Liliana Tedjosaputro,Hukum Waris Menurut Surat WasiafAd-Testamento)
Semarang: CV. Agung, 1990, him. 15.
12R. Surbektiloc.cit.



2. Pewasiat (pewaris) menerangkan kepada notarisatbjasdi luar
hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki

3. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus mentéis anenyuruh
menulis kehendak pewasiat dalam pokok-pokoknya saja

4. Apabila keterangan pewasiat (pewaris) diutarakgpaéta notaris di
luar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudabatlibleh notaris,
maka pewasiat sekali lagi harus mengutarakan kelkewd itu di
hadapan saksi.

5. Konsep surat wasiat dibacakan oleh notaris di hetgara saksi, dan
setelah itu pewasiat harus ditanya oleh notarikapgang dibacakan
itu telah benar testament seperti yang ia kehendaki

6. Jika pewasiat berhalangan untuk menandatangaraniest, maka
keterangan akan hal itu, serta sebabnya harustdio&an dalam surat
wasiat tersebut.

7. Surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala aetengkapnya
telah dipenuht?

. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup

Wasiat rahasia adalah surat wasiat yang ditulidiseatau dengan
tangan orang lain (tulisan orang lain) yang diskaahkepada Notaris
dalam keadaan tertutup yang bersegel dengan diludelr empat orang

saksi**

13 Liliana Tedjosaputrdpc.cit.
“R. Subektijoc.cit.



Adapun penjelasannya terdapat pada pasal 940 dah 3t KUH

Perdata yang ketentuan-ketentuannya adalah setergait:

1. Surat wasiat harus ditulis sendiri oleh pewarisuatgang lain atas
nama pewaris dan pewaris sendiri harus menandataatgs nama
surat wasiat tersebut.

2. Kertas yang memuat tulisan kehendak pewasiat itushditutup dan
disegel.

3. Kertas (sampul) yang memuat kehendak pewasiat hdisesahkan
kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orangj.sak

4. Notaris yang menerima surat wasiat tersebut harambuoat akta
superscriptie(akta penyelamatan) yang ditulis di atas sampuhtsu
wasiat tersebut atau dalam kertas tersendiri denggertakan tanda
tangan dari pewasiat, notaris dan dua orang saksi

5. Apabila suatu kejadian di mana pewasiat tidak Hisalir untuk
menandatangani, maka di dalam akta penyelamatans hditulis
keterangan-keterangan mengenai hatitu.

Dengan demikian surat wasiat yang ditetapkan d&laid Perdata
pada dasarnya harus diserahkan atau disimpan ofizini$\

Sesuai dengan perkembangan zaman maka kebutuhawn@ko
akan bertambah, dengan demikian akan bertambahkpgiatan manusia
dalam memenuhi kebutuhannya. Perdagangan merupakansatu usaha

untuk meningkatkan ekonomi yang diminati oleh kslad&an mereka.

'3 Liliana TedjosaputraQp.cit., him. 16.



Mereka akan lebih memilih kapal sebagai alat trartapi. Kerena kapal
merupakan alat transportsi yang dapat melakukajalpean antar pulau
selain pesawat terbang.

Selain itu kapal juga alat transportasi yang dimminaleh
kebanyakan orang yang hendak melakukan perjalamalnad pulau,
karena biayanya lebih terjangkau.

Suatu hal yang tidak terduga ketika keadaan kisgek menentu,
dikarnakan cuaca buruk. Disaat itulah pikiran ses®&p akan terbuka
untuk berwasiat. Karena kondisi seperti ini merddaavatir pada diri
mereka, hidup atau mati yang berada dalam pikinr§erwasiat
merupakan solusi untuk memberikan harta bendanpadee orang lain
apabila jiwanya tidak terselamatkan.

Keadaan tersebut akan merasa kesulitan, kalau umerkbuat
surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan-keteny@mg telah
ditetapkan dalam aturan tersebut diatas, yaknt suasiat harus diketahui
oleh notaris. Dalam kondisi tersebut di atas, KUétdata menetapkan
bahwa, dalam situasi tertentu surat wasiat daphuatli di hadapan
Nahkoda atau Mualim kapal, apabila pejabat terséidiak ada, maka

dibuat di hadapan seorang pengganti dan disaksikdndua orang saksi
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(pasal 947}° Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketesn
yang serupa (pasal 208).

Dengan demikian ketentuan tersebut merupakan tkeien
pengecualian dari ketentuan yang semula. Ketenioarpula secara
yuridis, surat wasiat yang dibuat di hadapan NabK¢apal akan memiliki
kesamaan dengan surat yang dibuat dihadapan notiaiem hal
keabsahan dan kekuatan pembuktian.

Akan tetapi, karena sebab pembuatannya yang berb€dH
Perdata pasal 950 ayat 1 memberikan suatu ketenyaag sedikit
merugikan bagi penerima wasiat, yakni surat wagdaty dibuat dalam
perjalanan laut dalam jangka waktu tertentu akaml&egan kekuatan
hukumnya. Artinya, surat wasiat tersebut dianggepkt pernah terjadi
suatu perbuatan wasiat (tidak berlaku). Sebagairbangi pasal 950 ayat
1 adalah sebagai berikut: "Segala surat wasiatalesod dalam pasal
946,945 dan 948 ayat ke dua akan kehilangan kathogd, apa bila si
yang mewariskan meninggal dunia enam bulan sebeledkhirnya sebab-
sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat wasiat dengan
cara tersebut dalam pasal-pasal terseffuasal tersebut menunjuk pasal-

pasal sebelumnya tentang pembuatan surat wasiatpasal 946,945 dan

16 "Mereka yang berada dalam perjalanan melalui ldigerbolehkan membuat surat

wasiat mereka di hadapan nahkota atau mualim kapeal, jika seorang pejabat yang demikian
tidak ada di hadapan seseorang yang menggantinydiatatiap kali dihadiri oleh dua orang
saksi". KUHPerdata Pasal 940. R. Surbekti dandgitdibyo,Op.cit, him. 249.

7 “Mereka yang sedang dalam perjalanan melaluidéulehkan membuat surat wasiat

di hadapan nahkoda atau mualim kapal dan juga gejebsebut tidak ada, maka dibuat di
hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadai atang saksi.” KHI Pasal 206.
Departemen Agama RI (Direktorat Jendral Bimbingaasiyérakat Islam dan Penyelenggaraan
Haji), Op.cit., him. 207.

'8 R. Subekti dan Tjitrosudiby@p.cit, him. 250.
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948 ayat2,bahwa surat wasiat yang di buat dalangkegtasal tersebut
akan kehilangan kekuatannya, apa bila pewasiatnggal dunia enam
bulan setelah berakhirnya sebab-sebab pembuataat veasebut.

Adapun pasal 947 menjelaskan tentang pembuatan wasat
dalam kapal ketika dalam perjalanan laut. Sebagantaunyinya yang
telah di sebutkan di awal. Dengan demikian surasiatayang di buat
dalam perjalanan laut akan kehilangan kekuatan rulketika pewasiat
meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnyalpegn laut tersebut.

Sementara dalam islam, seperti dalam Kompilasi Hukslam
(KHI), surat wasiat yang dibuat dalam keadaan bersali atas tidak
menalami kebatalan dan tetap berlaku sepanjand tdieabut oleh
pembuat wasiat. Hal itu sesuai dengan makna yasgaedalam pasal
199 ayat 1, yakni wasiat dapat dicabut selama paaewasiat belum
menyatakan persetujuannya (pasal 199 ayat Ketentuan ini berarti
bahwa surat wasiat akan batal apabila dicabut péhbuat wasiat dan
sebaliknya surat wasiat akan tetap berlaku apaitat wasiat tersebut
tidak dicabut atau ditarik kembali oleh pembuatnya.

Menurut Imam Malik bahwa surat wasiat yang di bpetjalanan
laut akan tetap berlaku sepanjang surat tersetak tdi cabut oleh si

pembuat wasiat. Hal itu sesuai dengan makna yargrae dalam

19 “pewasiat dapat mencabut selama calon penerimaatwa®lum menyatakan

persetujuannya atau sudah menyatakan persetujpaketaudian menarik kembali." KHI Pasal
199 ayat 1, Departemen Agama RI, (Direktorat Jan@imbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Hajipp.cit., him. 205.
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perkataan Iman Malik yang diceritakan oleh Imam res@hdari Imam

Qosim dalanKitab Al-Mudawanah Al-Kubro

o (39 1A It SRR URES o) s 29 O ol JERL
S o B gl aine e T SUD LSy (sl 0Dy 1AST OB (flis
g2y éLA Wl 4oy e Js Sl anoy JSB
Artinya: "lbnu Qosim berkata: apakah kamu tahu jika seseorang
berwasiat, kemudian dia berkata: jika menimpa kepaddi
dalam sakitku ini atau dalam bepergianku, maka kntu
seseorang segini dan orang tersebut adalah budakgya
merdeka, dan perkataan itu tertulis dalam tuliskemudian
dia (pewasiat) sembuh dari sakitnya atau telah udari
perjalannya, apakah wasiat dalam kondisi sepeti dapat
ditetapkan? Imam Malik menjawab, wasiat dalam keada
tersebut sah sepanjang wasiat tersebut tidak dicaileh
pewasiat."
Dari situlah penulis akan membahas lebih lanjut taiep
permasalahan tersebut dalam skripsi yang penufisjumbul " ketentuan
hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yangatlidlalam perjalanan

laut" (Analisis KUH Perdata pasal 950 ayat 1).

B. Rumusan Masalah
Mengacu kepada latar belakang masalah diatas,jselgm penulis
akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan tentang hilangnya kekuatannhylada surat yang

dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdasalp260 ayat 1.

2 Jmam Sahnun At-Thanukil-Mudawanah Al-KubrpBeirut: Dar Al-Kutub al-llmiyah,
juz 4, 1994, him. 331.
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2. Bagaimana hukum Islam mengatur tentang ketentilangmya kekuatan
hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalEndg menurut KUH

Perdata pasal 950 ayat 1.

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang merjgdan

penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang hilangnya kekudiukum pada
surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menkUH Perdata
pasal 950 ayat 1.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhaddpnke&n hilangnya
kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalarjalanan laut

menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

D. Telaah Pustaka

Dalam dunia akademik wasiat sudah menjadi wacang g&tual dan
relevan untuk dikaji karena sering munculnya protaBka dalam sosial
masyarakat di seputar wasiat.

Tentunya sudah banyak sekali kajian tentang wdmsdt berbentuk
buku, skripsi, tesis dan karya-karya ilmiah lainny®jauh pengetahuan
penulis belum ada karya ilmiah yang secara khusesgRkaji tentang
ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat tvgaiay dibuat dalam

perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 hyat
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Adapun karya ilmiah tentang wasiat dalam buku ydregjudul,
Perbandingan Pelaksanaan Warisan Islam dengan Kiesaarmenurut KUH
Perdata (BW) yang dalam bab wasiat menekankan pembahasanmga pa
wasiat wajibah. Yakni menurut KUH Wasiat meshua 1946 no.71 dalam
pasal 176,77 dan 78 bahwa pewaris boleh berwaspada orang yang
menerima pusaka tanpa bergantung ada izin darigdda waris atau
sebagaimana membolehkan wasiat orang yang tidalenmen peninggalan
atau Dzawil Arhanf?

Dalam skripsi yang disusun oleh Purwanto, yangubletj Analisis
Pendapat Ibnu Hazm Tantang Wasiat Wajibah Kaitaangngan pasal 209
KHI, tahun 2002, dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazmsiavadalah wajib
bagi orang yang meninggalkan harta, oleh karenaafabila seseorang
meninggal dunia dan tidak berwasiat, hartanya hdrsesdekahkan sebagian
untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam pendapajnga bahwa yang
berhak menerima wasiat wajibah adalah kerabat ffdakg menerima warisan.
Yang kemudian pendapat ini dijadikan rujukan balil Kebagai dasar hukum
wasiat wajibah. Akan tetapi wasiat wajibah hanybedkan kepada anak
angkat atau orang tua angkat.

Dalam skripsi yang disusun oleh Budi Cahyo yangulet Analisis
Hukum Islam Terhadap Wasiat Pengangkatan Ahli W@&i§ stelling) dalam

KUH Perdatatahun 2006. Kajian ini menekankan pada pengangkaitdin

2L |dris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dengan afiean
menurut KUH Perdat§BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2000, him. 99-100.

2 pyrwanto,Pendapat Ibn Hazm tentang Wasiat Wajibah kaitantgagan pasal 209
Kompilasi Hukum Islam(Skripsi), fakultas syari‘ah IAIN walisonggo semg, 2002, him. 56-57.
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waris melalui wasiat, yakni pengangkatan ahli wansrupakan salah satu
bentuk wasiat dilihat dari isinya dalam KUH perdatang mana ahli waris
yang diangkat melalui wasiat., selain menerima ahawarisan juga
berkewajiban membayar hutang-hutang dari pewarsdaggkan dalam
hukum Islam tidak mengenal pengangkatan waris mielehsiat. Ahli waris
dalam Islam sudah ditentukan secara s§ar'.

Adapun skripsi yang penulis susun ini berbeda deriggian pada
karya ilmiah yang telah penulis kemukakan diat&sipSi yang penulis beri
judul " Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Sura Wa&aig dibuat
Dalam Perjalanan Laut Menurut KUH PerdaaAnalisis KUH Perdata Pasal
950 Ayat 1) ini menekankan kajiannnya pada ketentuan mengemgka

waktu berlakunya surat wasiat yang dibuat dalarjalaeran laut.

E. Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusskepsi ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni dalamtddempenelitian
kualitatif sehingga buku-buku yang berkaitan lamgsu dengan
pembahasan akan menjadi data-data untuk ditelittuk) mendapatkan
data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini,upenmenggunakan

metode library research yaitu serangkaian kegigaag berkenaan dengan

% Budi Cahyo, Analisis Hukum Islam Terhadap Wasiat Pengangkatduti Xaris
(Refstelling) dalam KUH Perdat&kripsi, fakultas syari'ah IAIN walasongo semara2006, him.
117-118.
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metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan taenserta
mengolah bahan penelitidh. Metode ini dipergunakan untuk
mendapatkan data-data yang menguak secara konseggeadap
ketentuan undang-undang mengenai hilangnya ketentw&um pada
surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menkUH Perdata
pasal 950 ayat 1.
2. Sumber data
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung atgek
yang diteliti’® Sebagai data primer dalam penyusunan skripsi ladala
KUH Perdatapasal 950 ayat 1.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah dalam beatik |
seperti data dalam dokumen dan publik&ddalam hal ini sebagai
data sekunder adalah literature-literatur lain yangndukung data
primer, antara lain: Prof. Ali Afandi, SHHukum Waris, Hukum
Keluarga dan Hukum Pembuktian,Liliana Tedjosaputrohukum
Waris Menurut Surat Wasiat (AD-testament@emar Salim, SH.
Dasar-dasar Hukum Waris di IndonesiBrof. Mr. A. Pitlo, Hukum

Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perddéen R. subekti,

24 Mestika ZedMetode Penelitian Kepustakaadekarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004,
him. 3.

% Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan HukuiBdisi |, Jakarta: Granit, 2004,
him. 57.

% bid.
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Pokok-pokok Hukum Perdataserta literatur-literatur lain yang
mempunyai relevansi dengan permasalahan yandiditeli
3. Teknik Pengumpulan Data
Sistematika pengumpulan data berupa teknik dokusserdtau
studi dokumente?’ yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakdématry
research), kemudian memilah-milahnya dengan memias&an sumber
bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspeky@imaupun popularitas
pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustaksarg berkaitan
dengan masalah ketentuan hilangnya kekuatan hulada purat wasiat
yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KHU Rargdasal 950 ayat 1.
4. Metode Analisis Data
Adapun metode analisis data yang digunakan dalaraligan ini
adalahcontent analisisatau disebut juga analisis isi yaitu suatu usaha
untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian khadanalisis dan
menginterprestasikan data tersefubengan metode ini digunakan untuk
mengetahui keaslian dokumen, sehingga penulis kiemuchelakukan
pengumpulan data dan informasi melalui pengujiaipadan dokumen,
mengenai kelengkapan kesalahan, dan terhadap zatmas yang sedang
diteliti yaitu ketentuan hilangnya kekuatan hukuad® surat wasiat yang

dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdasalp250 ayat 1.

2 Menurut Suharsini Arikuntu, metode dokumentastwaiencari data mengenai hal-hal
atau variable yang berupa catatan, transkrip, bekrgt kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
legger, agenda, dan sebagainguharsini Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek,Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, him. 2006.

% Husain Umar,Metode Research Komunikasi Organisadakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2002, him. 42.
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F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pokakasan menjadi
lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempeagetetiap permasalahan
yang dikemukakan. Adapun rincian dari kelima baisdieut adalah sebagai
berikut:

Bab | Pendahuluan
Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalamimcul, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustak&deeenulisan
yang digunakan, dan sistematika yang digunakan.

Bab Il Tinjauan Umum
Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dari ppd&ok
permasalahan yang sedang diteliti, yang terdas:apengertian
dan dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiaj yeencakup
sebab-sebab pembuatan wasiat, batalnya wasiatenp@ngsurat
wasiat dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukii, akestraksi
perjalanan laut.

Bab Il Ketentuan hilangnya kekuatan hukum padsaatswvasiat yang
dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH PerdataaP&50
ayatl
Bab ini terdiri atas: sekilas tentang surat waslatam KUH
Perdata, yang meliputi sejarah berlakunya KUH Rarda
pengertian surat wasiaeétamerjt bentuk surat wasiatgstamenjt

dan wasiat darurat, isi pasal 950 ayat 1 KUH Pardattentuan



Bab IV
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hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yangatiidalam
perjalanan laut menurut pasal 950 ayat 1 KUH Pardat

Analisis terhadap ketentuan hilangnyaueg&an hukum pada surat
wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menursalpg@250 ayat 1
KUH Perdata.

Terdiri atas; analisis tentang mengapa surat wasiag di buat
dalam perjalanan laut dapat kehilangan kekuatamrhuolga dalam
KUH Perdata pasal 950 ayat 1 dan analisis hukuamigerhadap
ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum padat suasiat
yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Reréasal 950

ayat 1.

Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri atas: kesimpulan, saran-salampenutup.



